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Wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur mulai digencarkan di beberapa 
negara untuk mewujudkan wakaf  yang lebih produktif. Selama ini wakaf uang 
hanya diinvestasikan melalui financial asset yang dikelola oleh perbankan 
syari’ah dan sedikit manfaat yang didapatkan, bahkan saat terjadinya inflasi maka 
nilai dana wakaf uang akan menurun serta dapat menghilangkan eksistensi harta 
wakaf. Pemerintah saat ini mulai menggencarkan wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur agar tercapainya kemanfaatan yang lebih besar serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diikuti Lembaga Wakaf dan 
Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (LWP-PWNU DIY) dengan 
mengarahkan pengelolaan wakaf uang pada pembangunan infrastruktur sosial, 
namun masih mengalami hambatan salah satunya perkara pembebasan tanah, 
bahkan terdapat sistem pengelolaan yang tidak sesuai dengan pedoman 
pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang diatur dalam 
hukum Islam dan hukum Positif. Skripsi ini meneliti bagaimana pengelolaan 
wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di LWP-PWNU DIY dan 
kesesuaian pengelolaannya dengan pengelolaan wakaf uang dalam hukum Islam 
dan hukum Positif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan yuridis dan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat sistem pengelolaan wakaf 
uang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan hukum Islam 
dan Peraturan perundang-undangan diantaranya bank yang digunakan untuk 
penyimpanan tidak syari’ah, terdapat dana wakaf uang yang tidak produktif yang 
telah melanggar prinsip wakaf dalam hukum Islam dan terdapat juga dana yang 
telah dikelola secara produktif, tidak adanya asuransi dalam investasi pada 
perbankan syari’ah yang dapat menghilangkan eksistensi harta benda wakaf. 
Pembuatan Sertifikat Wakaf Uang yang dibatasi, sedangkan kendala kebutuhan 
dana untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama disebabkan penggunaan 
media sosial yang belum optimal. Sejauh ini sistem pengelolaan yang telah sesuai 
diantaranya ialah sistem investasi pada perbankan syari’ah yang telah sesuai 
dengan hukum Positif. 
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es (dengan titik diatas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
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zet (dengan titik di bawah) 
 
 














II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   
 
ةدّدعتم 








III. Ta’marbutah di akhir kata 














b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 
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Karamah al-auliya’ 
 







           
zakātul fitri 
 
IV. Vokal Pendek 
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                      ةيلهاجFathah + alif  
 
Fathah +  ya’ mati            ىسنت     
 
Kasrah + ya’ mati                 ميرك  
 









                        _  
a  jahiliyyah 
                            _  
a tansa 
                       _  
i  karim 
                               _  
u  furud 
 
 








































VIII. Kata sandang Alif + Lam 
 







                       _ 
al-Qur’an 
                      _ 
al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 





























X. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, 
nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 




Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 
sebagainya. 
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 
sebagainya. 
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 
Syukri Soleh dan sebagainya. 
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 










و ةلاصلاو نيملاعلا بر لله دمحلا هبحصو هلأ ىلعو نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلا
.دعب امأ نيدلا موي ىلا ناسحاب هعبت نمو نيعمجأ 
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A. Latar Belakang Masalah 
Wakaf uang telah mengalami perkembangan yang signifikan, dan 
beberapa negara muslim telah membolehkan wakaf uang serta telah 
dialokasikan pada berbagai macam intrumen, terutama pada instrument 
investasi financial asset dan riil asset.1 Adapun dana wakaf uang di 
Indonesia saat ini hanya dialokasikan pada investasi financial asset, yakni 
investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti deposito, obligasi, 
reksadana dan pasar modal yang dikelola oleh perbankan syariah dan masih 
belum sangat produktif karena tidak memperoleh kemanfaatan ekonomis 
yang besar serta hasil yang diterima belum dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat muslim terutama kaum fakir dan miskin.2 Apabila terus 
diendapkan pada perbankan, dikhawatirkan ketika terjadi inflasi maka tidak 
menutup kemungkinan dana wakaf uang akan hilang disebabkan kerugian 
yang dihadapi perbankan syari’ah, jika tidak hilang pun dana tersebut tidak 
produktif karena hanya dititipkan ke bank dengan akad wadiah. Sehingga 
dana wakaf uang harus disalurkan pada rill asset dalam hal ini infrastruktur.  
Perkembangan wakaf uang di Indonesia berawal setelah 
dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf 
                                                             
1 Fadhlullah Mudzakkir, “Wakaf Uang Untuk Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif 
Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam No. 02, Vol. 17, (Desember 2018), hlm. 66. 
 
2 Ibid., hlm. 66. 
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uang (cash waqf) dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus terjamin 
kelestariannya termasuk eksistensi harta wakaf.3  
Ditinjau dari perspektif sejarah, anjuran dan misi wakaf untuk 
kesejahteraan sosial sebenarnya telah diaplikasikan di zaman dinasti 
Abbasiyah, dimana wakaf menjadi sumber pendapatan negara. Aset wakaf 
pada masa itu meliputi sekolah, rumah, toko, pabrik roti, bangunan kantor, 
gedung pertemuan, tempat perniagaan, pasar, tempat pemandian, gudang 
beras, dan lain-lain yang pada akhirnya bisa diambil manfaat sebagai sumber 
pendapatan negara dan keuntungannya disalurkan kepada seluruh umat 
Islam. Kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah  diteruskan di 
beberapa negara Islam yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman 
diantaranya Turki, Mesir, Yordania, Malaysia, Bangladesh dan Saudi Arabia. 
Pada negara-negara tersebut, wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, 
tetapi juga meliputi saham serta uang. Kemudian hasil keuntungannya 
digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam.4 
Indonesia sendiri telah mengatur tentang pengelolaan wakaf uang 
dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa 
peraturan lain dibawah undang-undang tersebut yang mengatur secara teknis. 
Adapun gagasan pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan 
infrastruktur telah selaras dengan amanat Pasal 22 Undang-undang Wakaf 
                                                             
3 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam 
dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm 85. 
4 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif sebuah upaya 




yang menyatakan bahwa harta wakaf (wakaf uang) dapat diperuntukkan 
untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.5 Sehingga wakaf uang 
untuk pembangunan infrastruktur merupakan langkah untuk meningkatan 
ekonomi umat dan kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia yang 
diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi lokasi penelitian 
penyusun nantinya.  
Langkah wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang 
digencarkan oleh pemerintah Indonesia telah diikuti oleh Lembaga Wakaf 
Dan Pertanahan PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) DIY (Daerah 
Istimewa Yogyakarta). Lembaga wakaf tersebut mengelola harta wakaf 
bergerak dan tidak bergerak, secara umum terdapat dua metode pengelolaan 
yang dilakukan lembaga tersebut yaitu investasi langsung dan investasi tidak 
langsung. Program wakaf uang merupakan bentuk harta wakaf bergerak dan 
salah satu program yang dijalankan pada lembaga tersebut, terutama pada 
instrumen pembangunan infrastruktur sosial melalui dana wakaf uang. 
Pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur telah 
dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dalam memenuhi 
kebutuhan infrastruktur masyarakat. Namun saat ini pembangunan 
infrastruktur tersebut terkendala pada permasalahan dana yang belum 
mencukupi, bahkan lembaga tersebut tidak mempunyai izin operasional dari 
Badan Wakaf Indonesia.6 Selanjutnya, sebagian dana wakaf uang yang 
                                                             
5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22 
 




terhimpun hanya menetap di bank dan kurang dapat dirasakan manfaatnya 
oleh kaum muslimin.7 Sebagian dana wakaf uang yang kurang bermanfaat 
inilah yang bertentangan dengan tujuan wakaf dalam Islam yaitu memiliki 
nilai kemanfaatan sebesar besarnya bagi umat yang bermuara pada 
kesejahteraan umat Islam, bukan hanya menjaga eksistensi benda wakaf 
semata. Berdasarkan beberapa indikasi kesalahan tersebut perlu kiranya 
diteliti lebih lanjut terkait manajemen wakaf uang yang dilakukan di 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. 
Apabila merujuk pada hukum Islam dan Peraturan perundang-
undangan tentang wakaf, terdapat beragam cara yang dapat ditempuh dalam 
pengalokasian dana wakaf uang. Dalam Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 
menyebutkan bahwa surat berharga bagian dari pada uang, sehingga wakaf 
uang dapat digunakan pula untuk permodalan. Dapat dipahami dalam Islam 
pengembangan benda wakaf juga dilakukan secara fleksibel. Kemudian, 
pada Pasal 44 Undang- undang wakaf menjelaskan bahwa peruntukan harta 
wakaf boleh keluar dari ikrar wakaf yang telah disepakati, apabila harta 
benda wakaf ternyata dalam realitanya tidak dapat dipergunakan sesuai 
dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.8 Sehingga arah 
pengelolaan wakaf uang boleh berubah, sesuai kondisi dan waktunya. Dapat 
dipahami secara yuridis bahwa jika terdapat kendala pada pembangunan 




8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 44 
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infrastruktur karena akad, maka dapat dialihkan pada bidang yang lain, 
karena akad tersebut dapat berubah demi memanfaatkan benda wakaf. 
Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa di 
satu sisi terdapat ketidaksesuaian antara das sollen dengan das sein, dan di 
sisi lain masih minimnya lembaga wakaf yang mengelola wakaf uang di 
Yogyakarta, hal ini dikarenakan masyarakat muslim di Yogyakarta masih 
memahami bahwa wakaf dalam Islam hanya dalam bentuk barang tidak 
bergerak.9 Salah satu lembaga wakaf yang telah melakukan pengelolaan 
wakaf uang tersebut ialah Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang 
telah mengelola harta wakaf yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak, 
salah satu gagasan pengelolaan wakaf bergerak ialah program wakaf uang 
yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur berupa Universitas 
Nahdlatul Ulama.10 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY sebagai objek penelitian guna 
mengkaji upaya pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur 
yang telah dilakukan di lembaga tersebut dan kendala-kendala yang terjadi di 
lapangan. Secara akademik, penelitian ini juga diarahkan untuk melihat 
kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang yang telah diamanatkan dalam 
hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan dengan praktik pengelolaan 
yang telah diterapkan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY.  
 
                                                             






B. Rumusan Masalah 
 Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 
yang dijadikan bahan kajian skripsi adalah: 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf  uang untuk infrastruktur di Lembaga 
Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta? 
2. Apakah pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf 
dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan 
hukum Islam dan hukum Positif ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan  
 Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian 
ini bertujuan: 
1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pengelolaan wakaf uang untuk 
infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
2. Untuk menjelaskan tingkat kesesuaian pengeloaan wakaf uang untuk 
infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa 
Yogyakarta dengan hukum Islam dan hukum Positif. 
 Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang 
ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih dalam khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum 
keluarga Islam.  
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan 
evaluasi bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
D. Telaah Pustaka  
 Berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu “Wakaf Uang Untuk 
Pembangunan Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga 
Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta). Sejauh ini telah 
terdapat beberapa karya ilmiah yang kajiannya berkaitan dengan wakaf uang, 
diantaranya sebagai berikut:  
 Pertama, Skripsi S.T Hairunas “Manajemen Pendistribusian Wakaf 
Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah 
Istimewa Yogyakarta.” Penyusun menekankan penelitiannya pada 
manajemen pendistribusian wakaf di BWU/T MUI DIY dan penyusun 
berkesimpulan  bahwa perencanaan pendistribusian manfaat wakaf tunai 
belum maksimal karena belum terdapat rencana anggaran pada tahun 2016.11 
Dapat diketahui bahwa locus penelitian pada skripsi tersebut berbeda dengan 
skripsi penyusun, serta lebih memfokuskan pada distribusi bukan 
pengelolaan. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan penelitian pada 
pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana 
skripsi ini. 
                                                             
11 ST. Hairunas, “Manajemen Pendistribusian Wakaf Tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai 
Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 




 Kedua, skripsi Usman Effendi “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf 
Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta 
(Tinjauan Aspek Hukum).” Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan 
bahwa pengelolan wakaf uang pada BWU/T MUI-DIY secara umum telah 
sesuai dengan prinsip syari’ah dan pedoman pemanfaatan  wakaf uang yang 
diatur dalam pasal 22-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam 
pendistribusian wakaf uang BWU/T MUI DIY hanya memprioritaskan pada 
bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah  dengan bantuan 
pinjaman Protab, karena keterbatasan dana.12 Dapat diketahui bahwa lokasi 
penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penyusun, serta menitikberatkan 
penelitiannya pada pendayagunaan yang didistribusikan pada usaha 
menengah bukan pada infrastruktur. 
 Ketiga, skripsi Nuzula Yustisia “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf 
Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta.” Yang membahas 
tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZIS Masjid Syuhada’ dan LAZ 
Bina Umat Peduli. Dalam pembahasannya membandingkan pengelolaan 
wakaf uang pada dua lembaga tersebut.13 Dan menyimpulkan bahwa 
pengelolaan wakaf tunai di dua lembaga tersebut tetap terjaga nilai pokok 
wakafnya dan termasuk kategori wakaf produktif karena dapat 
mensejahterakan umat dan telah melaksanakan fungsi manajemen dengan 
                                                             
12 Usman Effendi, “Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf 
Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011. 
 
13 Nuzula Yustisia, “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di 




baik. Kekurangannya penerimaan wakaf uang pada LAZ Yogyakarta belum 
sesuai dengan konsep penerimaan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari’ah 
Penerima Wakaf Uang). Dapat diketahui bahwa skripsi tersebut mengukur 
baik tidaknya pengelolaan dari perspektif manajemen bukan dari perspektif 
hukum Islam dan hukum Positif sebagaimana penelitian penyusun, sehingga 
pisau analisis yang digunakan berbeda. Adapun objek penelitian skripsi 
Nuzula Yustisia hanya melihat pengelolaan dana wakaf uang secara umum, 
namun penyusun memfokuskan pada pengelolaan dana wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur, sehingga fokus pembahasannya juga pasti 
berbeda. 
 Keempat, skripsi Hidayat “Manajemen Wakaf Tunai: Studi Terhadap 
Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.” Yang membahas 
tentang menajemen pengelolaan wakaf tunai pada tempat yang diteliti yang 
meliputi kinerja badan wakaf, keorganisasian dan metode pengeloaan wakaf 
tunai.14 Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan objek penelitian dengan 
penelitian penulis, bahkan dari fokus penelitian penyusun yang berfokus 
hanya pada pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur. 
 Kelima, skripsi Uswatun Hasanah “Pengelolaan Wakaf Produktif di 
Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo Ditinjau dari 
Hukum Islam.” Yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai  pada 
                                                             
14 Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai: Studi Terhadap “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf 




objek penelitian tersebut.15 Dan dapat dipahami bahwa tempat penelitiannya 
berbeda dengan penyusun. Kemudian analisis yang digunakan ialah hukum 
Islam semata, sedangkan analisis yang penyusun gunakan ialah hukum Islam 
dan hukum Positif.  
Keenam, skripsi Ashwab Mahasin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren 
Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.” Yang 
membahas tentang metode penghimpunan dana wakaf uang dan sistem 
pengelolaan wakaf tunai secara umum di Lembaga Wakaf Yayasan Pondok 
Pesantren Wahid Hasyim. Adapun hasil penelitiannya, dimana  
penghimpunan harta wakaf tunai dilakukan melalui alat-alat media dan harta 
wakaf tunai diperoleh dari santri baru, alumni dan donatur yang tidak 
mengikat. Kemudian pemanfaatannya dialokasikan pada pembangunan dan 
pembebasan lahan yang terdapat di sekitar pesantren, kemudian dalam 
kesimpulannya menyebutkan bahwa praktik wakaf di LW-YPPWH telah 
sesuai dengan hukum Islam.16 Skripsi tersebut lebih menekankan 
pendekatannya yaitu pada pendekatan hukum Islam dalam menganalisis 
pengelolaan wakaf uang yang dilakukan LW-YPPWH, dan menggunakan 
pendekatan hukum Positif dalam menganalisis sistem penghimpunan yang 
dilakukan oleh LW-YPPWH. Adapun penyusun menggunakan pendekatan 
                                                             
15 Nur Soffiya, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam 
Gontor Ponorogo Ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004. 
 
16 Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan 
Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman 
Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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hukum Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis pengelolaan wakaf 
uang untuk pembangunan infrastruktur, tanpa menganalisis sistem 
penghimpunan yang dilakukan, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan 
terkait pisau analisis yang digunakan dengan penyusun. Kemudian skripsi 
tersebut juga tidak memfokuskan penelitiannya pada akad yang digunakan 
oleh pihak pengelola dalam menyimpan harta wakaf tunai di perbankan 
syari’ah, padahal untuk melihat tegaknya prinsip wakaf juga sangat 
ditentukan dari akad tersebut dan penyusun lebih menekankan penelitian 
pada aspek pembangunan infrastruktur semata. Sehingga dapat diketahui 
bahwa titik tekan yang penyusun gunakan berbeda dengan skripsi tersebut. 
Skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum Islam saja dalam menilai 
tingkat kebenaran pemanfaatan harta wakaf tunai, namun penyusun 
menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan 
paparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara penelitian 
yang terdapat pada skripsi tersebut dengan penelitian penyusun. 
Ketujuh, skripsi Sukarna “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik 
Penggalangan Dana Wakaf Tanah (Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan 
Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta).” Yang membahas tentang 
tingkat kesesuaian antara metode penggalangan dana wakaf yang dilakukan 
oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 
dengan hukum Islam, serta juga memfokuskan penelitiannya pada akad yang 
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digunakan dalam penggalangan dana wakaf.17 Sehingga dapat diketahui 
bahwa lokasi penelitian skripsi tersebut berbeda dengan lokasi penelitian 
penyusun. 
Kedelapan, skripsi Ajib Akbar Velayaty “Pengelolaan Wakaf Uang 
Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU 
Yogyakarta).” Yang menggunakan teori good governance, teori fundraising 
dan teori distribusi dalam menganalisis pengelolaan wakaf uang pada objek 
penelitian.18 Tentunya berbeda dengan penyusun yang menggunakan hukum 
Islam dan hukum Positif dalam menganalisis objek penelitian, bukan dengan 
teori good governance, teori fundraising dan teori distribusi. Kemudian 
skripsi Ajib Akbar Velayaty lebih menekankan metode pengumpulan dana 
wakaf yang telah dilakukan lembaga tersebut serta pemanfaatan dana wakaf 
uang untuk warga DIY tentunya dengan metode yang berbeda-beda, 
sedangkan penyusun memfokuskan penelitian hanya pada penggunaan wakaf 
uang untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penyusun. 
  Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dapat diketahui bahwa 
tidak ada skripsi yang memfokuskan pembahasannya pada pengelolaan 
wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk pembangunan infrastruktur yang ditinjau dari perspektif 
                                                             
17 Sukarna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Penggalangan Dana Wakaf Tanah 
(Studi Kasus Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta)” Skripsi 
Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2007. 
 
18 Ajib Akbar Velayaty, “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga 




hukum Islam dan hukum Positif. Sehingga orisinalitas karya ini dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
 
E. Kerangka Teoretik 
Wakaf uang mempunyai tujuan agung yaitu memberikan manfaat 
sebesar besarnya bagi umat Islam. Ketika harta wakaf bermanfaat tentunya 
memberikan kesejahteraan bagi umat Islam. Untuk mewujudkan 
kesejahteraan yang hakiki tentunya pengelolaannya harus dilakukan secara 
professional dan sesuai dengan pedoman manajemen pengelolaan yang 
diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan. Wakaf uang 
merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash Waqf yang populer di 
Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya.19 Adapun menurut Fatwa 
MUI wakaf uang ialah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok 
orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.20 Infrastruktur 
merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, 
bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun 
kebutuhan ekonomi.21 Prinsip yang dipertahankan dalam wakaf ialah 
Taḥbīsu al-Aṣl wa Tasbīlu al-Manfa’ah, yang berarti “menahan suatu 
                                                             
19 Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, diakses di 
https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di 
indonesia.pdf, Akses 4 November 2018. 
 
20 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam 
dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm 85. 




barang dan memberikan manfaatnya”22 sehingga wakaf uang harus dikelola 
terlebih dahulu kemudian didistribusikan keuntungannya. Sehingga wakaf 
uang dengan infrastruktur merupakan hubungan kausalitas dalam 
mewujudkan wakaf yang lebih produktif di Indonesia. 
  
Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’ān, Allah SWT berfirman: 
23ميلع هب الله نإف ءيش نماوقفنت امو نوبحت امماوقفنت ىتح ربلا اول انت نل 
 
Dan juga ayat : 
لا لثميذنوقفني ن وما الله ليبس يف مهلابح لثمكة بنأس تتب انس عب لك يف ل ةلبنس
24 ميلع عساو اللهو ءاشي نمل فعضي اللهو ةبح هئام 
 
Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw : 
إقنا ناسنلاا تام اذ هلمع هنع عط ةثلاث نم لااوأ ةيراج ةقدص ملع  حل اص دلو وا هب عفتني
  25 هلوعدي 
Komisi Fatwa Majlis Ulama’ Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 
menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), Kebolehan wakaf 
                                                             
 22 Yoopi Abimanyu dkk, “Penguatan fundamental sektor keuangan dalam mendukung 
stabilitas perekonomian,”  https://www.academia.edu/35130980/pengembangan wakaf produktif di 
Indonesia potensi dan permasalahan, Akses 13 November 2018. 
23 Ali ‘Imran (3) : 92. 
 
24 Al- Baqarah (2) : 261. 
 
25 Imam Muslim, Shaḥiḥ Muslim (ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), III: 14, “Kitab 
al-Wasiyyah”, “Bāb Mā Yalhaqu al-Insāna min as-sawābi ba’da wafātihi.” Hadis diceritakan dari 




uang ini serta ragam metode pengelolaan harta benda wakaf bergerak juga 
dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Beberapa Peraturan: 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf.  
3. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak 
Berupa Uang. 
4. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. 
Pengalokasian dana wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur 
merupakan perwujudan dari maṣlahah mursalah. Menurut Al-Ghazali 
maṣlahah adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan 
kemudharatan. Jika mengkaji lebih jauh,  yang dimaksud maṣlahah ialah 
memelihara dan mewujudkan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, 
akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Bahkan al-Ghazali menegaskan 
setiap suatu kebijakan yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi lima 
hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maṣlahah, sebaliknya, setiap sesuatu 
16 
 
yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai 
mafsadah. Sehingga mencegah kemudharatan bagian dari pada maṣlahah.26 
Untuk melihat tingkat usaha yang telah dilakukan dalam  pengelolaan 
wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur maka dapat dilihat dengan 
menggunakan teori efektifitas. Efektifitas menurut Arens and Loebbecke 
adalah “Effectiveness refers to accomplisment of objektive, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve those objektives.”27 
Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa efektifitas  merupakan 
perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dengan 
realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada. 
Kesesuaian mekanisme pengelolaan dengan pedoman pengelolaan yang telah 
diatur dalam hukum Islam dan hukum Positif diharapkan mempercepat 
perkembangan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga 
Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY, sehingga terwujudnya efektivitas yang 
tinggi dalam pengelolaan wakaf. 
 
F. Metode Penelitian  
 Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 
yang mempunyai langkah-langkah sistematis.28 Metode penelitian 
                                                             
26 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, (November 2014), hlm. 314. 
 
27 Arens and Loebbaxke, Auditing, (Jakarta: Salemba Empat. 2003) hlm. 783. 
 
 28 Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Sinar 




merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai 
suatu tujuan, setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari 
tujuan situasi peneliti.29 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian 
lapangan (field research). Maksudnya adalah mempelajari secara intensif 
tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, 
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.30 Data yang dikumpulkan 
oleh penyusun dilakukan melalui wawancara dengan pengelola Lembaga 
Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY terkait pengelolaan wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur.  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat lalu dianalisis. Penelitian ini mempelajari 
masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam 
masyarakat serta situasi-situasi tertentu.31 Dalam skripsi ini penyusun 
menjelaskan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pengelola 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dalam mengelola wakaf uang 
untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian penyusun menganalisis 
                                                             
 29 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik (Bandung: 
Tarsito, 1990), hlm. 191.  
 
 30 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 1996), hlm. 5. 
 
 31 Andi Prastowo, Memahami Metode- Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 




dengan hukum Islam dam hukum Positif. Analisis deskriptif ditujukan 
untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data 
yang diperoleh dari objek penelitian dan tidak dimaksudkan untuk 
menguji hipotesis.32 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif dan yuridis. Adapun pendekatan normatif mengacu pada 
ketentuan hukum Islam, sedangkan pendekatan yuridis mengacu pada 
hukum Positif. sehingga objek penelitian akan dianalisis melalui dua 
pendekatan tersebut. 
4. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primernya adalah tentang pengelolaan wakaf uang untuk 
infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. Data ini 
diperoleh dari hasil kajian lapangan secara langsung dengan 
melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal 
ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak pengelola 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dalam hal ini yaitu 
sekretaris Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang 
berjumlah satu orang. Wawancara ini akan mempermudah penulis 
untuk melihat sistem pengelolaan wakaf uang yang telah dilakukan di 
lembaga tersebut.  
                                                             
32 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research I, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 
1980), hlm. 126. 
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b. Data Sekunder 
Data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu studi 
pustaka terkait dengan buku dan jurnal yang membahas tentang 
wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur, Peraturan perundang- 
undangan, Al-Qurān dan Hadis serta karya ilmiah lainnya yang 
berkaitan dengan judul yang menjadi pokok pembahasan.  
c. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun 
adalah sebagai berikut: 
1) Wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data atau 
informasi dengan cara tanya-jawab sepihak sesuai dengan daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan secara terstruktur.33 Tujuan 
wawancara yaitu mengumpulkan data atau informasi (keadaan, 
gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dsb) dari suatu 
pihak tertentu.34 Dalam hal ini subjek yang diwawancarai yaitu 
pengelola Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang 
berjumlah satu orang yaitu sekretaris Lembaga Wakaf dan 
Pertanahan PWNU DIY, dengan melontarkan beberapa pertanyaan 
yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis memilih beliau sebagai 
pihak yang diwawancarai dikarenakan beliau sangat mengetahui 
secara mendalam tentang sistem pengelolaan yang dilakukan 
                                                             
33 Sulistyo dan Basuki , Metode Penelitian, cet.ke-2 (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171. 
 
 34 Arief Subyantoro dan FX Suwarto, Metode & Teknik Penelitian Sosial (Yogyakarta: C.V 




Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY serta ikut dalam 
menggagas pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama melalui 
wakaf uang.  
2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen yang terdapat di Lembaga Wakaf dan 
Pertanahan PWNU DIY. Selain itu, juga menelaah buku, jurnal, dan 
karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur sebagai landasan pemikiran dan 
menjadi bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah. 
 
d. Analisis Data  
Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan 
data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan 
uraian.35 Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul kemudian 
dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus 
menerus yang bertujuan supaya data yang terkumpul dapat 
menghasilkan kesimpulan yang valid dan terarah. Metode yang 
digunakan adalah : 
1) Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penarikan kesimpulan 
umum dari faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa yang bersifat 
                                                             





khusus.36 Dimana data-data yang diperoleh dari penelitian tentang 
pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. Kemudian dari data 
tersebut ditarik kesimpulan umum tentang pengelolaan wakaf 
uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan 
Pertanahan PWNU DIY. 
2) Metode deduktif yaitu metode yang beranjak dari pengetahuan  
umum untuk menilai peristiwa yang bersifat khusus.37 Dimana 
analisis akan diawali dengan penjelasan wakaf dan wakaf uang, 
kemudian pengelolaan wakaf uang secara umum dan selanjutnya 
penjelasan tersebut akan di gunakan untuk menilai pengelolaan 
wakaf uang untuk infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan 
PWNU DIY. Sehingga berdasarkan penilaian tersebut muncullah 
sebuah kesimpulan yang khusus. 
 
G. Sistematika Pembahasan  
 Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini 
guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas 
dalam penelitiannya. Penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam 
lima bab.  
                                                             
36 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research I, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 
1980), hlm. 126. 
 
37 Ibid., hlm. 126. 
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 Bab pertama memuat latar belakang masalah yang menjelaskan 
terkait dengan hal yang melatarbelakangi penelitian dilaksanakan, kemudian 
permasalahan pokok yang ditemukan di lapangan dimuat dalam bentuk 
rumusan masalah. Perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan yang akan 
dituangkan dalam tujuan penulisan. Penyusun dalam melakukan penelitian 
tidak lepas dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis 
yang terdahulu yang membahas tentang wakaf uang untuk pembangunan 
infrastruktur supaya titik tekan penelitiannya berbeda dari yang sudah 
diteliti. Penyusun akan memaparkan teori apa yang akan dipakai untuk 
membedah kasus yang dimuat dalam kerangka teoritik, bentuk penelitian 
yang dipakai oleh penyusun dimuat dalam metode penelitian dan terakhir 
bentuk pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian  dimuat dalam 
sistematika pembahasan. 
 Bab kedua membahas tentang wakaf uang secara umum. Disini  
penyusun akan membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan wakaf uang dan konsep pengelolaannya. Pada bab ini dimasukkan 
pula teori tentang wakaf uang dan pengelolaannya, dikarenakan sebelum kita 
mengetahui pengelolaan wakaf uang di lapangan, alangkah baiknya 
memahami terlebih dahulu tentang pengertian wakaf uang dan konsep 
pengelolaanya. 
 Bab ketiga, penyusun akan membahas tentang gambaran umum 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dan mekanisme pengelolaan 
wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan 
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Pertanahan PWNU DIY. Data yang diambil sebagai sampel penelitian adalah 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY yang didalamnya dijelaskan 
mengenai sejauh mana upaya pengelolaan dana wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan 
Pertanahan PWNU DIY.  
 Setelah mengetahui latar belakang masalah, teori-teori yang berkaitan 
dengan judul penelitian dan data- data yang telah ditemukan kemudian di bab 
keempat, mengupas tentang permasalahan yang akan diteliti dengan sebuah 
analisis. Penyusun dalam melakukan penelitiannya menggunakan analisis 
hukum Islam dan Positif terhadap upaya pengelolaan wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY. 
Analisa meliputi kesesuaian antara pedoman pengelolaan wakaf uang untuk 
pembangunan infrastruktur dalam hukum Islam dan hukum Positif dengan 
pengelolaan yang telah dilakukan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU 
DIY. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui perkembangan 
pengeloaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga Wakaf 
dan Pertanahan PWNU DIY dan faktor-faktor penghambatnya. 
 Bab kelima, menjelaskan terkait dengan bagaimana penyusun 
menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, hal ini 
akan dijelaskan dalam bab penutup. Kemudian setelah hasil penelitian 
disimpulkan, penyusun memberikan rekomendasi yang tujuannya untuk 








Berdasarkan pemaparan pada beberapa bab sebelumnya, maka penyusun 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY telah mengelola dana wakaf 
uang untuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi 
langsung telah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sosial dalam 
bentuk Univertas Nahdlatul Ulama. Dana wakaf uang yang telah terhimpun 
nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan guna membangun 
Universitas Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 
Investasi tidak langsung telah diarahkan pada perbankan syari’ah yang sangat 
memungkinkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh pihak Bank 
Syari’ah. Kemudian keuntungan dari investasi tidak langsung telah disalurkan 
kepada masyarakat, pembiayaan operasional Lembaga Wakaf dan Pertanahan 
PWNU DIY serta pembiayaan operasional PWNU DIY. 
 
2. Dalam pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di Lembaga 
Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY masih terdapat ketidaksesuaian maupun 
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kesesuaian dengan petunjuk pengelolaan yang diatur dalam hukum Islam dan 
hukum Positif. Adapun rinciannya sebagai berikut: 
1. Pengelolaan yang sesuai hukum Islam 
a. Dana Wakaf uang diinvestasikan di Perbankan Syari’ah 
b. Penyaluran keuntungan wakaf kepada mauqūf ‘alaih sebagai wakaf 
melalui pinjaman tanpa agunan, biaya administratif dan bunga. 
c. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama 
DIY. 
 
2. Pengelolaan yang tidak sesuai hukum Islam 
a. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama 
disimpan di Bank non Syari’ah. 
b. Dana Wakaf Uang untuk Universitas Nahdlatul Ulama tidak 
diinvestasikan. 
 
3. Pengelolaan yang sesuai hukum Positif 
a. Dana wakaf uang diinvestasikan di perbankan syari’ah dengan akad 
Mudhārabah muqayyadah. 
b. Pemilihan objek investasi pada Bank Syari’ah. 
c. Penyaluran keuntungan pengelolaan wakaf. 




4. Pengelolaan yang tidak sesuai hukum Positif 
a. Investasi pada perbankan tanpa diasuransikan. 
b. Tidak memiliki izin operasional dari BWI. 
c. Dana wakaf uang untuk pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama  
disimpan di Bank non syari’ah. 
d. Dana wakaf uang untuk Universitas Nahdlatul Ulama tidak 
diinvestasikan. 
e. Metode pemberian Sertifikat Wakaf Uang 
f. Pengurus sampai tidak pernah melakukan laporan secara berkala 
kepada BWI 
 
a. Saran akademis 
1) Dalam melakukan penelitian agar dapat menggali informasi yang lebih 
komperhensif dengan mencari berbagai literatur dan mengumpulkan data 
minimal dari dua narasumber. 
2) Hasil dari penelitian harus diolah dan di analisis dengan baik agar 
menjadi penelitian yang berkualitas dengan teori dan data yang di 
temukan. 
3) Untuk penelitian lanjutan dapat mengkaji dengan metode komparasi 
dengan negara lain yang telah menerapkan wakaf uang untuk 




pengelolaan wakaf uang untuk infrastruktur yang dilakukan setelah 
mendapat legalitas dari BWI.  
 
b. Saran praktis  
Untuk tetap berjalannya Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY pada 
jalur pengelolaan wakaf uang yang telah diatur di dalam Peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam, maka penyusun memberikan beberapa saran bagi 
lembaga tersebut: 
1) Segera mengurus izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia, sehingga 
pengelolaan wakaf pada lembaga tersebut berstatus legal. 
2) Para Pengurus Lembaga hendaknya kembali membaca secara 
komperhensif terkait peraturan wakaf yang diatur dalam hukum Islam dan 
hukum Positif. Sehingga pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan 
infrastruktur di Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY dapat 
berjalan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan hukum Positif. 
3) Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY segera melakukan 
penyesuaian prosedur pengelolaan wakaf uang sesuai dengan yang diatur 
dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. 
4) Supaya tidak terkena dampak fluktuasi nilai mata uang, maka dapat 
disimpan dalam bentuk emas. Agar eksistensi benda wakaf dan nilai 
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14 23 Ali Imran (3): 92 
 
Kamu sesekali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 
14 24 Al-Baqarah (2): 261 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir biji yang menumbuhkan 
tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 
seratus biji, Allah melipatgandakan 
(ganjaran) bagi siapa saja yang dia 
kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-
nya) lagi maha mengetahui. 
14 25 Hadis diriwayatkan 
oleh Imam Muslim 
Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah 
Saw bersabda: “Apabila anak Adam 
Meniggal dunia, maka terputuslah 
(seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara, 
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan 
anak yang shaleh yang senantiasa 
mendoakannya. 
BAB II 
28 12 Lihat Footnote Nomor 23 Halaman 14 
28 13 Lihat Footnote Nomor 24 Halaman 14 
29 15 Lihat Footnote Nomor 25 Halaman 14 
29 16 Hadis diriwayatkan 
oleh Imam Muslim  
Dari Ibnu Umar ia berkata: Umar 
memperoleh sebidang tanah (kebun) di 
Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw. 
Untuk meminta petunjuk mengenai tanah 
itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya saya memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar yang belum pernah saya 
peroleh harta yang lebih baik bagiku 
melebihi tanah tersebut. Apa perintah 
engkau kepadaku mengenainya?” Nabi 
Saw. Menjawab, “Jika engkau mau, kamu 
tahan pokoknya dan kamu sedekahkan 
hasilnya. 
31 20 Hadis diriwayatkan 
oleh Abdullah bin 
Mas’ud 
Apa yang dipandang baik oleh kaum 
muslimin, maka dalam pandangan Allah 
adalah baik, dan apa yang dipandang buruk 
oleh kaum muslimin makan dalam 
pandangan Allah pun buruk. 











































SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
 
Daftar Pertanyaan ke Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan 
PWNU DIY (selanjutnya disebut LWP PWNU DIY) ? 
2. Apakah LWP PWNU DIY telah mengarahkan pengelolaan wakaf uang untuk 
pembangunan gedung atau lain-lain ? 
3. Bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur di 
LWP PWNU DIY sampai saat ini ? 
4. Apakah diinvestasikan dalam bentuk mudharabah, musyarakah dan lain lain ? 
5. Aset apa saja yang telah dikembangkan oleh pihak pengurus dalam ranah 
infrastruktur ? 
6. Apakah ada kendala dalam pembangunan infrastruktur melalui wakaf uang di 
LWP PWNU DIY?  
7. Kenapa tidak dialihkan ke asset yang lain ? 
8. Apakah uang yang dihimpun melalui wakaf uang telah memenuhi kebutuhan 
dana dalam membangun Universitas Nahdlatul Ulama DIY ?  
9. Akad apa yang digunakan dalam penyimpanan uang di Bank Syari’ah dan 
berapa yang telah terhimpun ? 
10. Apa langkah selanjutnya untuk menangani kendala tersebut ? 
11. Bukankah sudah terdapat Peraturan perundang-undangan yang mengatur 
bahwa lembaga non wakaf tidak boleh mengelola wakaf ?  
12. Kenapa LWP PWNU DIY masih mengelola wakaf, terutama wakaf uang?  
13. Apakah  yang mengelola bangunan wakaf adalah nazhir sendiri atau ada 
Lembaga tertentu ? 
14. Apakah bangunan tersebut diasuransikan ? 





















Wawancara dengan Drs. Shohib Jamaludin, S.Ag selaku Wakil Sekretaris 
Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. MT. 
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